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ABSTRAK

Hizbut Tahrir adaiah salah satu fenomena di antara berbagai gerakan Islam
vang muncul di Indonesia. Gerakan ini mulai masuk dan berkembang di Indonesia
sejak tahun 1983 di Bogor. Apabila dilihat dari segi umur, gerakan ini tergolong
relatif baru. Akan tetapi perkembangannya telah merambah ke beberapa wilayah
negeri Muslim. Berbeda dengan gerakan Islam lain, Hizbut Tahrir adalah Partai
Politik Islam Ideologis dengan skala internasional dan tersebar di berbagai negara,
diantaranya adalah Mesir, Yordania, Uzbekistan, Libanon, Pakistan, Malaysia,
Indonesia dan negeii-negeri Muslim lainnya. Gerakan ini bercita-cita menegakan
syari’at Islam dan mendirikan Khilafah Islamiyah serta meletakkan dan memilih
Islam sebagai prinsip ideologi. Gerakan ini memilih jalur yang jarang dipilih oleh
gerakan Islam lain, yaitu dakwah fikriyah atau gerakan intelektual.

Skripsi ini berjudul Khilafah Islamiyah dalam Pandangan Hizbut Tahrir.
Skripsi ini membahas bagaimana pandangan Hizbut Tahrir tentang Khilafah
islamiyah. Hal ini tentunya terkait dengan apa yang menjadi cita-cita dari gerakan
ini, yaitu mendirikan Khilafah Islamiyah dan menegakkan syari’at [slam bagi seluruh
umat Islam di dunia. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian pustaka
(library research). Karena, data diperoleh dari bahan kepustakaan. Selain itu, juga
melalui wawancara dengan juru bicara Hizbut Tahrir wilayah Indonesia. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui gagasan pemikiran Hizbut Tahrir tentang Khilafah
Istamiyah.

Hasil dari penelitian ini memberikan beberapa jawaban, bahwa pertama,
Hizbut Tahrir memandang Islam bukan hanya sekedar identitas kultural dan ritual,
akan tetapi juga ideologi yang mencakup siyasah wa daulah, dan keberadaan sebuah
negara merupakan konsekuensi dari sebuah ideologi. Kedua, Sistem pemerintahan
yang dijadikan referensi oleh Hizbut Tahrir adalah sistem khilafah. Khilafah menurut
Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan yang memimpin umat Islam di dunia secara
menyeluruh untuk menegakan syari’at Islam dalam kehidupan bernegara. Khilafah
Islamiyah menurut Hizbut Tahrir harus didirikan atas empat dasar pokok, yaitu
bahwa kedaulatan adalah milik syara’, kekuasaan ada di tangan rakyat, kewajiban
untuk mengangkat seorang khalifah dengan metode bai’at sebagai wakil rakyat untuk
melaksanakan hukum Allah SWT., dan penyusunan serta pembentukan konstitusi
negara Islam oleh khalifah sebagai seorang kepala negara. Oleh karena itu Khilafah
Islamiyah harus tegak di atas dasar hukum-hukum Allah SWT.

Khilafah Islamiyah yang dimaksud oleh Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan
secara umum atas seluruh umat Islam di dunia dalam menegakkan syari’at Islam dan
mengemban dakwah Islam, tanpa terkecuali umat Islam di Indonesia. Artinya hanya
ada satu khilafah atau kepemimpinan di dunia. Akan tetapi, Hizbut Tahrir secara
umum -termasuk Hizbut Tahrir Indonesia- masih dalam proses pada penyiapan
kader dan pembinaan umat. Karena Hizbut Tahrir meyakini lLahwa untuk
mewujudkan cita-citanya, hal yang terpenting untuk dilakukan adalah bagaimana
agar umat Islam dapat memahami arti pentingnya syari’at Islam ditegakkan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah sebuah organisasi manusia yang mempunyai alat, sarana dan
tujuan. Negara terdiri dari wilayah, rakyat, sistem pemerintahan dan konstitusi dan
merupakan organisasi kekuasaan yang bersifat politik dan juridis.' Sedangkan Islam -
sebagaimana dikatakan oleh Bahtiar Effendy, mengutip dari Nazih Ayubi- adalah
sebuah totalitas. Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluk agama ini untuk
percaya bahwa dengan kesempurnaan dan universalitasnya tersebut, Islam mampu
menawarkan pemecahan atau solusi terhadap semua problematika kehidupan.2 Di
samping itu, Islam juga merupakan agama yang memiliki frias azazi dari pokok
ajarannya, yaitu agidah, akhlak dap syari’ah, yang satu dengan yang lainnya saling
melengkapi dan tidak dapat dipi sahkan.?

Adapun negara dalam pengertian Islam adalah sebuah instrumen atau sarana
untuk melaksanakan hukum kebenaran dan keadilan bagi kemaslahatan umat
manusia, dan mendirikan sebuah negara merupakan cerminan dari salah satu aspek
ajaran [slam tersebut, yakni syari’'ah (hukum Islam).* Karena negara adalah alat bagi
negara untuk menegakan syari’at Islam dalam segala aspek. Sebagian muslim

meyakini syari'ah sebagai suatu sistem hukum kehidupan universal yang mengatur

'Fuad M. Fachruddin, Pemikiran Politik Islam (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), him.
17.

Bahtiar Effendy, /slam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), him. 7.

*Jamaluddin Kafii, Islam Agama dan Negara (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), him. 21.

*Ibid., hlm. 22.



segala persoalan kehidupan manusia mulai dari persoalan personal hingga persoalan
konsepsi kehidupan komunal. Maka bagi mereka, mendirikan negara Islam menjadi
sebuah kewajiban bagi kaum muslim.

Diskursus al-Daulah al-Islamiyah atau Negara Islam sendiri sebenarnya telah
ada sejak masa Rasulullah SAW. Akan fetapi istilah Negara Islam baru mulai
populer pada abad ke-20, tepatnya sejak didirikannya Pakistan sebagai Negara
Islam.’ Saat ini, diskursus ini telah menjadi isu hangat yang diperdebatkan oleh para
pemikir Islam sejak hampir seabad yang lalu dan belum dapat diselesaikan dengan
tuntas. Bahkan diskusi ini semakin hangat, ketika antusiasme melanda hampir
seluruh dunia Islam.

Sepanjang sejarah perkembangan Islam, sebagai sebuah agama, posisi Islam
dan negara selalu berada pada dua sisi pemikiran politik yang berbeda. Berkaitan
dengan hal ini, terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat dalam menafsirkan
definisi Negara Islam. Pendapat pertama menyatakan Islam har : menjadi dasar
negara dan syari’ah sebagai konstitusi negara. Menurut mereka ajaran Islam
mencakup ‘éqidah dan syari’ah, agama dan negara (a/-Din wa al-Daulah). Selain itu,
Islam juga mengandung prinsip-prinsip fundamental yang representatif sebagai suatu
ideologi untuk mendirikan sebuah negara yang berdasarkan Islam.® Pendapat yang

kedua, menyatakan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori

SFfuad M. Fachruddin, Pemikiran Politik Islam, hlm. 36; lihat juga Nurcholish Madjid,
Dialog Keterbukaan (Jakarta: Paramadina, 1999), him. 157.
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hlm. 12.



negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh ummdh.7 Menurut kelompok
ini, istilah negara (a/-Daulah) tidak ditemukan dalam al-Quran. Meskipun terdapat
beberapa ungkapan dalam al-Quran yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada
kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan tersebut hanya
bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya terhadap teori politik.®

Hubungan Islam dan negara di Indonesia pun mengalami pendikotomian
terhadap definisi negara Islam. Perjalanan sejarahnya juga mengalami dialektika
sejarah yang cukup panjang. Sejak berdirinya negara ini, Islam secara tidak langsung
telah terlibat dalam politik.” Asal-usul perkembangan diskursus politik Islam ini bisa
ditelusuri sejak tahun-tahun pertama munculnya pergerakan nasional mengenai
peranan Islam di negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan. Salah satu perbedaan
pendapat yang menjadi permasalahan pada saat itu adalah apakah negara ini akan
mengambil corak “Islam” atau “Nasionalis”.

Konsep kenegaraan pertama menghendaki agar Islam diakui dan diterima
sebagai dasar dan ideologi negara, karena sifatnya yang holistik dan dianut oleh
mayoritas rakyat Indonesia. Kelompok-kelompok yang mendukung pendapat ini di
antaranya adalah gerakan DI/TII, NU, Partai Politik Islam Masyumi, dan lainnya.
Sementara bagi kelompok kedua, dengan pertimbangan bahwa Indonesia adalah
negara yang secara sosial-keagamaan bersifat majemuk, maka kelompok ini

menginginkan agar Indonesia didasarkan atas Pancasila, sebuah ideologi vang telah

"Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam
Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), him. 23; Lihat juga Bambang Pranowo, “Islam dan Pancasila,
Dinamika Politik Islam di Indonesia, Ulumul Qur ’an, Vol. Ilf, Tahun 1992, him. 4-6.

*Ibid., him. 33.

°Bahtiar Effendy, /slam dan Negara, him. 21.



didekonfesionalisasi. Pendapat ini mendapat banyak dukungan dari beberapa tokoh
politik pada masa itu, di antaranya Soekarno, Supomo, M. Hatta dan kelompok
nasionalis lainnya'

Persoalan ideologis kelompok Islam dan kelompok nasionalis masih terus
berlangsung sampai pada sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang berlangsung pada tanggal 28 Mei sampai
tanggal 17 Juli 1945, Pada akhirnya sidang ini memutuskan pembebntukan panitia
kecil yang bertugas mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat tersebut. Panitia ini
beranggotakan sembilan orang, yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, A.
Subardjo, M. Yamin, Abikusno Tjokrosujoso, KH. Kahar Muzakkir, Agus Salim,
H.Wachid Hasjim, dan A.A. Maramis. Delapan orang pertama adalah Muslim
dengan pandangan politik yang berbeda; empat orang pertama berasal dari kelompok
nasionalis, dan empat yang terakhir dari kelompok Islam. Sedangkan A.A. Maramis
adalah seorang Nasrani yang pandangan ideologisnya cenderung nasionalis. Panitia
sembilan ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang dikenal dengan “Piagam
Jakarta”.!! Pada intinya piagam ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar dan
ideologi negara dengan rumusan, sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, sila kedua “Kemanusiaan

yang adil dan beradab”, sila ketiga “Persatuan Indonesia”, sila keempat “Kerakyatan

7pid., him. 60.
Uypid., him. 88.



yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dan
sila kelima adalah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”."?

Diskursus politik mengenai hubungan Islam dan negara tidak hanya berhenti
sampai ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya dasar ideologi negara. Sehari
setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan, Piagam Jakarta
dipersoalkan kembali, yang akhirnya beberapa butir mengenai Islam sebagai dasar
negara, persyaratan bahwa seorang Presiden harus berasal dari golongan muslim', dan
kewajiban untuk menjalankan syari’at Isiam bagi pemeluknya, harus diganti dengan
dimasukkannya unsur teologi monoteistik kedalam sila pertama dalam Pancasila.”
Adapun perubahan rumusan tersebut menjadi; sila pertama “Ketuhanan Yang Maha
Esa”, sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sila ketiga “Persatuan
Indonesia”, sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan dan perwakilan”, dan sila kelima adalah “Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”. Peristiwa ini merupakan suatu pengorbanan dari
kelompok Islam demi terwujudnya Negara Republik Indonesia.

Pada masa pasca revolusi, kelompbk-kelompok Islam muncul kembali dalam
wujud gerakan pemberontakan. Di antaranya adalah Daud Beureuh di Aceh, Kahar
Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Darul Islam (DI) di Jawa Barat. Darul Islam (DI),
yang didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Tasikmalaya, Jawa

Barat,* menghidupkan kembali diskursus ideologis-politis tentang Islam dan negara

yang formalistik dan legalistik. Muncuinya gerakan Darul Islam (DI) lebih

12Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-
Legal Atas Konstituante 1956-1959 (Jakarta: Gfafiti, 1995), him. 460.

B1bid., him. 90.

Al Chaidar, Wacana ldeologi Negara Islam, (Bandung: Darul Falah, 1998), him. 50.



disebabkan oleh ketidaksetujuan Kartosoewirjo terhadap bara pemimpin Republik
Indonesia. Kekecewaannya pada strategi para pemimpin pusat dalam
mempertahankan diri dari serangan Belanda, membuat ia menarik diri dari aktivitas
politik negara dan kembali berkonsentrasi pada gerakan Darul Islam (DI).
Kartosoewirjo, pada akhimya memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia
(NID) di Majalaya, Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949, yang mencakup semua
wilayah Indonesia. 15

Hubungan politik antara Islam dan negara tidak berjalan dengan baik.
Diskursus tentang ideologis-politik mengena.i bentuk negara dan konstitusionalnya
kembali terjadi. Persoalan pemilihan umum dengan Majelis Konstituante menjadi
penyebab dari munculnya diskursus tersebut. Pemilihan umum untuk parlementer
dan Majelis Konstituante diselenggarakan pada masa kabinet Baharuddin Harahap
pada tahun 1955. Konstituante terdiri dari 544 anggota, dan persidangan ini
terlaksana dari tanggal 10 November 1956 sampai tanggal 2 Juni 1959.1¢

Salah satu masalah yang diperdebatkan adalah tentang dasar negara. Ada tiga
konsep negara yang ditawarkan dalam sidang konstituante, pertama adalah negara
integralistik yang memakai legitimasi kebudayaan Indonesia dan Pancasila sebagai
ideologi. Konsep yang kedua, yakni negara yang berdasarkan Islam. Konsep ini
bersumber pada kebenaran mutlak dan kesempurnaan al-Quran sebagai perintah
Tuhan. Al-Quran dan sunnah Nabi tidak hanya mengandung aturan-aturan agama
untuk individu, melainkan juga prinsip-prinsip dan ketentuan tentang kehidupan

bermasyarakat, termasuk kehidupan bernegara. Ketiga adalah negara yang

Ibid., him. 51.
1 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional, hlm. xxx.



didasarkan atas dasar Sosial Ekonomi, yaitu struktur sosio-ekonomi yang didasarkan
pada asas kekeluargaan seperti yang ditetapkan dalam pasal 33 UUD 1945, yang
pelaksanaannya harus dijamin oleh struktur politik yang dirumuskan dalam pasal 1
UUD 1945 tersebut."”

Perjalanan sidang Konstituate mengalami kebuntuan, karena masing-masing
kelompok teguh mempertahankan pendapatnya. Sampai pada akhirnya Presiden
Soekano mendesak untuk kembali pada UUD 1945 demi mengatasi krisis politik
yang dialami pada sidang konstituante. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang
memutuskan diberlakukannya kembali UUD 1945. Setelah Dekrit Presiden tersebut
dikeluarkan maka secara resmi Majelis Konstituante pun dibubarkan dan perdebatan
mengenai dasar negara dianggap selesai dengan diputuskannya Pancasila sebagai
dasar negara Republik Indonesia. 18

Pasca runtuhnya rezim Soeharto, Indonesia ditandai dengan muncuinya
gerakan-gerakan sosial yang beridentitaskan ideologi, agama dan kepentingan.
Gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok yang dulu bersembunyi dan bergerak di
“pbawah tanah”, perlahan demi perlahan mulai berani tampil membawa ideologi dan
identitasnya.'” Era Reformasi telah memberikan keleluasan kepada kelompok-
kelompok Islam tersebut untuk kembali mengusung ideologi Islam.*® Munculnya

berbagai kelompok Islam, dalam beberapa hal mewakili respon terhadap situasi

""Ibid., him. xxxi.

"$Ibid., him. 317.

YEko Prasetyo, Membela Agama Tuhan Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik
Global, (Jogjakarta: Insist Press, 2002), him. 138.

Ismail Yahya, “The Idea of an Islamic State and The Call For The Implementation of The
Shari’a: The Case of Indonesia” al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol.1, No.1, Tahun 2003.



tertentu, seperti penegakkan dan formalisasi syariat Islam serta berdirinya negara
Isiam. Kelompok dan organisasi Islam ini tersebar dalam berbagai dimensi dan ruang
sosial-politik di Indonesia. Misalnya Méjelis Mujahiddin Indonesia, Hizbut Tahrir
Indonesia dan yang lainnya. Meskipun mempunyai struktur organisasi yang tidak
berhubungan secara formal dan bergerak dalam jalur yang berbeda, akan tetapi diikat
oleh kesamaan cita-cita akan imagined communities mereka yaitu Islam sebagai
prinsip dan totalitas hidup.”’ o
Hizbut Tahrir Indonesia adalah salah satu fenomena di antara berbagai
kelompok Islam politik di Indonesia. Berbeda dengan gerakan Islam lain, Hizbut
Tahrir Indonesia adalah partai politik Islam dengan skala internasional dan tersebar
di berbagai negara, yang bercita-cita menegakan syari’at Islam dan mendirikan
Khilafah Islamiyah serta meletakkan dan-memilih Islam sebagai prinsip ideologi.?
Gerakan ini memilih jalur yang jarang dipilih oleh gerakan Islam lain, yaitu dakwah
fikriyah atau gerakan intelektual. Selain aktif menerbitkan buletin dan majalah,
anggota Hizbut Tahrir Indonesia rutin melakukan diskusi terutama untuk membuat
perbandingan antara Islam dan agama lain, serta Islam dengan idec.iogi lain. Selain
itu, Hizbut Tahrir Indonesia secara terbuka menjadikan isu penegakan syariat Islam
dan Khilafah Islamiyah sebagai diskursus publik. Akan tetapi meskipun terbuka
secara ide, mereka lebih tertutup secara kelembagaan organisasi. Secara teclogis
Hizbut Tahrir mengusung Islam sunni dan berusaha menerapkan secara total prinsip

agama dalam kehidupan organisasinya.

21y4g -
1bid..
Tagiyuddin an-Nabhani, Pembentukan Partai Politik Islam, terj. Zakaria, dkk (Bogor:
Pustaka Thariqul Izzah, 2002), him. 5.



Berangkat dari pengalaman kegagalan sejumlah pergerakan Islam di Timur
Tengah, Hizbut Tahrir muncul sebagai sebuah Partai Pdlitik Islam Ideologis.
Gerakan ini didirikan oleh Syeikh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953 Masehi.
Hizbut Tahrir memandang Islam bukan hanya sekedar identitas kultural dan ritual,
akan tetapi juga ideologi yang mencakup siyasah wa daulah. Oleh karena itu,
keberadaan sebuah negara adalah sebagai konsekuensi dari sebuah ideologi. Sejalan
dengan ini Hizbut Tahrir menyatakan bahwa falsafah kebangkitan yang hakiki
sesungguhnya berawal dari adanya sebuah ideologi (mabda’) yang menggabungkan
pemikiran (fikrah) dan metode (farigah), dan ideologi tersebut adalah Islam.”

Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai politik yang berlandaskan Islam. Hal
ini tidak lepas dari tujuan utama didirikannya gerakan ini, ‘yakni mendirikan kembali
Khilafah Islamiyah dan menegakkan hukum berdasarkan al-Quran dan Hadis,
sehingga urusan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan syari’at Islam. Gerakan
ini juga bermaksud untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan
moral, membebaskan umat Islam dari ide-ide, sistem-sistem pemerintahan dan
hukum-hukum dari kekuasaan dan dominasi negara-negara Barat. 2

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan bentuk, sifat,
dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan, pemikiran, konsep serta standar-
standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang

dasar dan perundang-undangan yang diberlakukan.”® Sistem pemerintahan yang

BIbid..

24Abdul Qadim Zallum, Mengenal Sebuah Gerakan Islam di Timur Tengah Hizbut Tahrir
(Jakarta: Al-Khilafah, 1985), him. 8.

BAbdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam, alih bahasa M.Maghfur (Bangil, Jawa
Timur: al-Izzah, 2002), him. 7.
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dijadikan referensi oleh Hizbut Tahrir adalah sistem pemerintahan yang berbentuk
kekhalifahan atau sistem khilafah. Karena menurut Hizbut Tahrir mendirikan sebuah
khilafah adalah sebuah kewajiban bagi seluruh kaum muslim.2

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, peneliti belum pernah menemukan
adanya penelitian terhadap Hizbut Tahrir Indonesia tentang konsep Khilafah
Islamiyah dan penegakan syari’at Islam di Indonesia, dan peneliti merasa tertarik
untuk membahas lebih jauh konsep Khilafah Islamiyah yang dikembéngkan oleh
Hizbut Tahrir umumnya, dan Hizbut Tahrir Indonesia khususnya, yang merupakan
salah ‘satu cabang dari Hizbut Tahrir. Maka penyusunan skripsi ini diberi judul

“KHILAFAH ISLAMIYAH DALAM PANDANGAN HIZBUT TAHRIR”.

~ B. Rumusan Masalah
Penelitian tentang gerakan Islam ini berusaha untuk menggali dan
memaparkan pandangan Hizbut Tahrir tentang Khilafah Islamiyah. Untuk
memudahkan pembahasan, maka objek penulisan ini akan dirumuskan, sehingga di
dalam pembahasannya tidak menyimpang dari tema pokok.
Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :
1. Bagaimana sejarah berdirinya gerakan Hizbut Tahrir di Timur Tengah, dan
apa yang melatar-belakangi masuknya gerakan ini ke Indonesia?
2. Bagaimana sejarah munculnya pemikiran tentang Islam sebagai dasar negara
di Indonesia?

3. Bagaimana Khilafah Islamiyah menurut gerakan Hizbut Tahrir?

2Ibid., him. 8.
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C. Tujuan dan Kegunaan

Penulisan tentang gerakan Islam ini, menurut penulis memiliki korelasi yang
sangat erat dengan Jurusan Perbandingan Agama karena fenomena gerakan Islam
lahir dari gejala semakin tersingkirnya nilai-nilai keagamaan dari kehidupan manusia
(sekularisasi), dan kemunculan fenomena ini cukup memberi pengaruh terhadap
kehidupan beragama.

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Mendapat gambaran yang objektif tentang konsep Khilafah Islamiyah
menurut Hizbut Tahrir.

2. Menelaah secara kritis tentang hubungan Islam dan Negara di Indonesia

Sedangkan kegunaan tulisan ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal
sebagai berikut, antara lain :
1. Secara akademis, hasil penulisan ini digunakan untuk melengkapi persyaratan
kelulusan sebagai Sarjana di jenjang strata satu.
2. Secara logis hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi kegiatan studi dan
selanjutnya berguna bagi peneliti yang lain. |
3. Secara ideal, hasil penulisan ini diharapkan mampu menambah wacana dan

pemikiran baru tentang gerakan Islam pada khususnya.



12

D. Tinjauan Pustaka

Agar tidak terjadi duplikasi dan pengulangan dalam penelitian ini, penulis
melakukan studi pustaka tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang juga
membahas tentang gerakan Hizbut Tahrir. Kemudian, penulis merumuskan
permasalahan yang akan diteliti dan teori-teori yang dipakai dalam menganalisis,
vang tentunya berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

Karya tulis yang membahas, mengkaji serta memaparkan tentang gerakan
Tslam sudah banyak sekali, seperti dalam majalah, buku, jurnal, internet dan lain
sebagainya. Sehingga wacana gerakan Islam mengalami perkembangan baik. Sama
seperti halnya, tulisan-tulisan atau karya tulis yang mengkaji pemikiran atau konsep
yang dikembangkan oleh gerakan Hizbut Tahrir sudah banyak tersebar dalam bentuk
majalah, jurnal, buku atau media cetak lainnya.

Buku Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasullah SAW. Membangun
Daulah Islamiyah hingga Masa Keruntuhannya (2000), yang ditulis oleh Tagiyuddin
al-Nabhani, yang diterjemahkan dalam edisi Indonesia oleh Umar Faruk,
menguraikan dengan tegas, bahwa Daulah Islamiyah bukanla’. sebuah utopia.
Karena menurut Tagiyuddin negara Islam pernah ada, yaitu pada masa
kepemimpinan Rasulullah SAW. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan buku ini
adalah pendekatan historis. Buku ini berusaha memaparkan secara deskriptif tentang
negara Islam yang pernah ada, dengan merujuk pada sejarah perjuangan Nabi
| Muhammad SAW. di Madinah. Selain itu, dalam buku ini tidak satha sekali
menyinggung tentang konsep Khilafah Islamiyah yang dikembangkan oleh Hizbut

Tahrir.
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Abdul Qadim Zallum, dalam buku Hizbut Tahrir Mengenal sebuah gerakan
Islam di Timur Tengah (1985), berusaha memperkenalkan Hizbut Tahrir sebagai
salah satu gerakan Islam yang ada di Timur Tengah. Buku ini juga membahas
tentang sistem pemerintahan Islam dan metode dakwah, serta sistem ekonomi Islam
yang dikembangan oleh Hizbut Tahrir. Setelah meneliti seluruh isi buku, secara
substansial pembahasan mengenai Khilafah Islamiyah menurut Hizbut Tahrir tidak
dibahas secara mendetail dalam buku ini, karena buku ini hanya méngungkapkan
pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir secara garis besar.

Buku Pembentukan Partai Politik Islam (2002), yang ditulis oleh Tagiyuddin
al-Nabhani. Buku ini membahas tentang strategi dan langkah-langkah yang diambil
pada saat pembentukan Partai Politik Islam. Di samping itu, buku ini juga ditulis
untuk memperkenalkan Gerakan Hizbut Tahrir sebagai sebuah Partai Islam Ideologi
yang didirikan oleh Tagiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953. Akan tetapi, dalam
buku ini tidak dibahas secara mendetail tentang konsep negara Islam. Justru yang
dibahas dalam buku ini mengenai proses pembentukan Hizbut Tahrir sebagai partai
nolitik Islam ideologis, dan buku ini tidak membahas secara mendetail tentang
Khilafah Islamiyah.

Buku Strategi Dakwah Hizbut Tahrir (2001). Semula buku ini merupakan
naskah pidato yang disampaikan oleh delegasi Hizbut Tahrir pada Konferensi ISNA
(Islamic Society of North America) tanggal 24 Desember 1989 M di Negara
Missouri, . Amerika Serikat, yang diterjemahkan oleh Nurkhalish dan kemudian
diterbitkan oleh Hizbut Tahrir. Isi buku iﬁi membahas tentang strategi dakwah yang

digunakan oleh Hizbut Tahrir dalam mengembangkan pemikirannya. Buku ini juga
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menguraikan beberapa latar belakang berdirinya gerakan ini. Mengenai konsep
tentang Khilafah Islamiyah, seperti yang akan dibahas dalam skripsi ini tidak dibahas
secara mendetail dalam buku ini.

Buku Menegakkan Syari’at Islam (2002), merupakan buku pertama yang
dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Buku ini terdiri dari tujuh bab yang
meliputi (i) Pendahuluan (ii) Substansi Syari’at Islam (iii) Hukum Islam: Pembuat,
Objek, dan Sasarannya (iv) Dalil-Dalil Syari'at dlam Proses Penggaliannya (v)
Tantangan Penerapan Syari’at Islam (vi) Syari’at dan Format Negara Islam dan (vii)
Implementasi Syari’at Islam dalam Kebijakan Negara. Pendekatan ang digunakan
dalam buku ini adalah pendekatan normatif. Buku ini juga merupakan kumpulan
hasil diskusi yang diadakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia selama bulan Juni sampai
September 2002, dalam rangkaian sebelas sesi diskusi publik tentang syari’at Islam
ditinjau dari berbagai aspeknya. Setelah meneliti buku ini, secara substansial tidak
ada pembahasan yang mendetail tentang Khilafah Islamiyah, seperti yang akan
dibahas dalam skripsi ini.

Skripsi Imam Syafi’l yang berjudul [jtihad Hizbut Tahrir dalam Masalah-
Masalah Figh Kontemporer (Studi atas Metodologi Istinbat Hukum) Fakultas
Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2003. Skripsi ini terdiri dari lima bab
yang terdiri (i) Pendahuluan (ii) Ijtihad dan Metode Istinbat dalam Kajian Hukum
Islam (iii) Ijtihad Hizbut Tahrir dan Metode Istinbat Hukumnya (iv) Hasil-Hasil
Jjtihad Hizbut Tahrir dalam Masalah-Masalah Figh Kontemporer (v) Penutup.
Skripsi XL tidak membahas tentang konsep Khilafah Islamiyah menurut Hizbut

Tahrir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-formal dan
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pendekatan normatif. Skripsi ini membahas tentang metode istinbat hukum yang
digunakan oleh Hizbut Tahrir dalam mengambil dan menetapkan hukum.
Pembahasan mengenai Khilafah Islamiyah tidak dibahas dalam skripsi ini.

Karya-karya lain yang juga mengkaji atau membahas tentang pemikiran-
pemikiran Hizbut Tahrir adalah bulettin dakwah “al-Islam” .yang diterbitkan oleh
Hizbut Tahrir Indonesia setiap hari Jum’at, selain itu tulisan-tulisan lain tentang
Hizbut Tahrir bisa didapatkan di Internet-Internet dengan alamat http:/www.al-
islam.or.id. Namun sebagian besar dari tulisan-tulisan tersebut membahas tentang
masalah-masalah kontemporer yang terjadi di dunia.

Jika dibandingkan dengan dengan kajian-kajian di atas, dengan kajian yang
akan dibahas dalam skripsi ini akan sangat berbeda. Skripsi yang ditulis ini mengkaji
tentang konsep Khilafah Islamiyah menurut Hizbut Tahrir yang kemudian akan
ditarik kedalam konteks Indonesia. Hal inilah yang membedakan dengan penelitian-
penelitian terdahulu.

Setelah mengadakan penelusuran atau studi pustaka terhadap buku-buku atau
tulisan-tulisan yé.ng mengkaji serta membahas tentang pemikiran gerakan Hizbut
Tahrir, penulis tidak menemukan adanya pembahasan khusus terhadap pemikiran
Hizbut Tahrir tentang Khilafah Islamiyah kedalam satu bentuk tulisan yang utuh.
Peneliti menggunakaan objek lain untuk diteliti, yaitu kbnteks Indonesia, dan
penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Jadi, penelitian ini mempunyai
spesifikasi tersendiri, dan sekiranya penelitian ini dapat menunjukan sesuatu hal yang

baru serta dapat mengisi beberapa kekurangan yang ada.



16

E. Metode Penelitian
1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menitikberatkan pada kajian pustaka (Library Research).”’
Sebagai rujukannya yang mendasarkan pada sumber data pustaka, baik data primer
maupun data sekunder. Karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah me-
recover buku-buku atau tulisan-tulisan yang mengkaji tentang pemikiran Hizbut
Tahrir serta buku-buku lainnya yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

Pengumpulan data-data penelitian dilakukan dengan membedakan antara data
primer dan data sekunder. Data primer adalah obyek kajian utama yang berupa
dokumen dan karya tulis yang membahas tentang pemikiran Hizbut Tahrir.
Sedangkan data sekunder berupa karya-karya lain yang mempunyai hubungan erat
dengan pembahasan tentang Islam dan negara itu sendiri. Setelah data terkumpul,

data-data tersebut dideskripsikan dan kemudian dianalisis.”®

2. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-
historis. Penulis menggunakan pendekatan sosio-historis guna: pertama, untuk
menelusuri asal-usul sejarah berdirinya gerakan Hizbut Tahrir. Kedua, mengetahui

latar belakang munculnya sebuah pemikiran atau ide-ide tentang Khilafah

27 Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta :
Kanisius, 1990), him. 63.

Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Filsafat: Dasar, Metode dan Teknik (Bandung:
Tarsito, 1987), him. 132.
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Islamiyah® serta perkembangannya secara kronologis, melalui data-data yang telah

ada.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data. Data tersebut
diklasiﬁkasikén, disusun dan diuraikan dalam bentuk yang sisteraatis. Metode ini
yang disebut dengan metode deskriptif.”® Sebagai kajian yang bersifat deskriptif,
maka penelitian ini berusaha untuk memaparkan sejarah perkembangan gerakan
Hizbut Tahrir.

Langkah terakhir adalah analisis dan interpretasi terhadap data. Kumpulan
data tersebut diuraikan dengan sistematis lalu dibandingkan satu sama lain, dicari
hubungannya, dan dijelaskan sebab dan-akibatnya. Sehingga diperoleh kesimpulan-

kesimpulan yang objektif.*'

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi dalam lima
bab yang masing-masing diperinci secara sistematis dan saling terkait. sistematika
pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan

PRomdon, Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar Awal (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1996), him. 77.

3 Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, him. 132.

*'1bid., him. 140.
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Sistematika Pembahasan. Bab pendahuluan. ini dimaksudkan agar dapat diketahui
garis besar dari penelitian ini bagi yang membacanya.

Bab kedua, Sejarah perkembangan Gerakan Hizbut Tahrir, yang akan
menguraikan lebih jauh yang menjadi Latar Belakang munculnya gerakan ini serta
tujuan berdirinya gerakan Hizbut Tahrir. Hal ini penting untuk dipahami agar dapat
memudahkan dalam melacak lebih jauh tentang konsep Khilafah Islamiyah yang
dikembangkan oleh gerakan ini. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas tentang
dinamika Hizbut Tahrir untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan yang
dialami oleh gerakaan ini.

Bab ketiga, membahas Tinjauan Umum tentang Islam dan Negara, yang
membahas tentang Konsep Negara dalam Islam secara umum. Pémbahasan yang
lebih lanjut akan dibahas dalam Pengertfan Negara menurut Islam dan Islam sebagai
Dasar Negara. Selain itu, sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini,
yaitu Khilafah Islamiyah menurut Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia, maka
sangat perlu kiranya untuk menguraikan sejarah tentang pemikiran Islam sebagai
dasar negara yang muncul di Indonesia.

| Bab keempat, bab ini akan menguraikan bagaimana pandangan Hizbut Tahrir
mengenai Konsep Khilafah Islamiyah. Awal pembahasan dalam bab ini akan
diuraikan terlebih dahulu pandangan Hizbut Tahrir secara umum tentang Konsep
 Negara Islam, Khilafah sebagai Sistem Pemerintahan Islam, Dasar-Dasar
Pemerintahan Islam, Islam sebagai dasar dan Ideologi Negara. Kemudian pada
pembahasaan berikutnya, masih dalam bab‘ ini, akan diuraikan tentang Khilafah

Islamiyah dan Penegakan Syari’at dalam konteks Indonesia
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Bab Kelima, adalah bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan
dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Selain itu,
dalam bab ini juga disampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan

skripsi ini.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap perumusan masalah yang

telah ditetapkan. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1.

Hizbut Tahrir pertama kali dibentuk pada tahun 1953 Masehi atau 1372

Hijriyah, oleh Syeikh Taqiyuddin al-Nabhani yang sekaligus merupakan Amir

pertama Hizbut Tahrir periode 1953 M — 1977 M. Gerakan ini berawal dari

sebuah gerakan atau kelompok kecil yang melakukan berbagai studi terhadap
kondisi umat Islam pada masa lampau sampai dengan sekarang.‘ Setelah
melakukan berbagai studi tersebut Hizbut Tahrir menyimpulkan bahwa yang
menjadi permasalahan bagi seluruh umat Islam di dunia adalah mengembalikan
penerapan Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta
mengemban risalah Islam ke selﬁruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad.
Berdasarkan kesimpulan ini, Hizbut Tahrir menentukan tujuannya yaitu
menegakkan Khilafah Islamiya‘g}i dan menerapkan syari’at Islam dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernégara. Hal ini pula yang melatarbelakangi
masuk dan berkembangnya Hizbut Tahrir di Indonesia. Hizbut Tahrir masuk di
Indonesia pada tahun 1983 M, dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, salah
seorang anggota Hizbut Tahrir dari Yordania. Selain itu, hal lain yang juga

melatarbelakangi masuk dan berkembangnya Hizbut Tahrir di Indonesia adalah

86
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bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia adalah Muslim, dan pemikiran untuk
memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di Indonesia sudah pernah muncul
sebelumnya.

Sejarah munculnya pemikiran tentang Islam sebagai dasar negara di Indonesia
telah ada sejak adanya usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Republik
Indonesia. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh umat Islam untuk
mewujudkan Islam sebagai dasar negara, baik berjuang secara konstitusional,
misalnya yang dilakukan oleh para pemimpin Islam di Sidang BPUPKI pada
tanggal 28 Mei - 17 Juli 1945 dan Sidang Konstituante pada tanggal 10
November 1956 - 2 Juni 1959 oleh Partai Politik Islam Masyumi, Nahdlatul
Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah
Islamiyyah (Perti). Juga dilakukan secara inkonstitusional melalui
pemberontakan atau perang yaitu Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan
pada tahun 1949. Selain partai politik Islam dan para pemimpin Islam, HMI
sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang berdasarkan Islam pun pernah
menggagas Islarﬁ sebagai dasar negara pada Kongr¢snya yang ke-5 di Medan
pada tanggal 24-31 Desember 1957. Sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar
negara, pemikiran Islam sebagai dasar negara tidak pernah muncul kembali
sampai runtuhnya Orde Baru. Berbagai krisis yang terjadi di Indonesia sejak
runtuhnya rezim Soeharto, memberikan aspirasi bagi kelompok—kelompok
[slam untuk kembali fnuncul, salah satunya Majelis Mujahidin Indonesia yang

didirikan pada tanggal 7 Agustus 2000. Bahkan sampai saat ini banyak
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kelompok-kelompok Islam yang muncul mewakili respon tertentu terhadap
kondisi Indonesia.

Khilafah Islamiyah menurut oleh Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum
atas seluruh umat Islam di dunia dalam menegakkan syari’at Islam dan
mengemban risalah Islam melalui dakwah dan jihad. Artinya hanya ada satu
Khilafah yaitu Daulah Islamiyah yang bertanggung jawab untuk menerapkan
syari’at Islam terhadap seluruh umat Islam, baik dalam masalah peradilan,
sosial, perekonomian, pemerintahan, pendidikan, maupun politik. Selain itu,
Khilafah Islamiyah menurut Hizbut Tahrir harus didirikan atas empat dasar
pokok, yaiMwit kedaulatan adalah milik syara’, kekuasaan ada di tangan
rakyat, kewajiban untuk mengangkat seorang khalifah dengan metode bai’at
sebagai wakil rakyat untuk melaksanakan hukum Allah SWT., dan penyusunan
serta pembentukan konstitusi negara Islam oleh khalifah sebagai seorang kepala
negara. Oleh karena itu Khilafah Islamiyah harus tegak di atas dasar hukum-

hukum Allah SWT.

B. Saran-Saran

Akhirnya penelitian ini selesai hanya sampai di sini. Sehubungan dengan

berakhirnya penelitian yang penulis lakukan terhadap Hizbut Tahrir tentang Khilafah

Islamiyah ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan

penelitian ini, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wacana tentang pemikiran Hizbut Tahrir tampaknya akan terus berkembang

seiring dengan berkembangnya gerakan ini. Sehingga, bagi setiap orang yang
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ingin melakukan penelitian terhadap Hizbut Tahrir, sangat membutuhkan data-
data tertulis yang berkaitan dengan Hizbut Tahrir. Tersedianya data-data dan
dokumen-dokumen sejarah tentang Hizbut Tahrir yang lengkap akan
memudahkan bagi setiap orang yang ingin mengadakan studi dan penelitian
terhadap Hizbut Tahrir secara umum, dan Hizbut Tahrir Indonesia khususnya.
Selain itu, disarankan agar Hizbut Tahrir dapat mensosialisasikan pemikiran-
pemikirannya secara terbuka pada masyarakat luas. Hal ini mengingat bahwa
pergerakan ini memiliki orientasi yang sangat luas.

2. Cita-cita yang ingin dicapai oleh Hizbut Tahrir secara umum maupun Hizbut
Tahrir Indonesia, yakni ingin mengembalikan penegakkan syari’at Islam dalam
kehidupan umat Islam, adalah merupakan cita-cita yang luhur. Karena Islam
dinilai mampu memberikan solusi bagi segala macam persoalan yang dihadapi
oleh manusia. Oleh karena itu perlulah bagi kita semua untuk mendukung cita-
cita tersebut, selama cita-cita tersebut diperjuangkan atas dasar ﬁntuk
kemaslahatan seluruh umat Islam di dunia umumnya, dan di Indonesia

khususnya, serta atas dasar mencari ridha Allah SWT. semata. Amin.
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PEDOMAN WAWANCARA / INTERVIEW

Apa yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir, bagaimana proses
masuknya gerakan ini ke Indonesia, serta siapa saja yang menjadi pemrakarsa
Hizbut Tahrir di Indonesia? ‘

Bagaimana dinamika dan perkembangan HTI di Indonesia sejak masuknya
sampai sekarang?

Apabila melihat apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Hizbut Tahrir secara
umum, yakni mendirikan Khilafah Islamiyah dan penegakkan Syari’at Islam
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi seluruh umat Islam di
dunia, mungkinkah cita-cita tersebut dapat terwujud di Indonesia?. Jika
mungkin, bagaimana bentuk pemberlakuan syari’at Islam di Indonesia menurut
HTI, karena .mengingat masyarakat Indonesia yang multikultural dan
multireligion?

Bagaimana pendapat HTI tentang perjuangan paftai politik Islam ataupun
gerakan Islam lainnya yang juga memperjuangan Islam sebagai dasar negara
serta penegakkan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat maupun
bernegara di Indonesia ?

dan yang terakhir dengan cara atau metode apa HTI berusaha untuk
mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan Khilafah Islamiyah, atau paling

tidak untuk penegakkan syari’at Islam di Indonesia ?



